
 

 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
 

NOMOR   36   TAHUN  2021 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 104 

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 

 
Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pernyataan Bersama antara 

Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman 
dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Nomor  
01/VII/2019/Lanud JBS – 130/7805 Tahun 2019 tentang 

Pemanfaatan Pinjam Pakai tanah TNI Angkatan Udara 
untuk Jalan Wirasaba Kemojing, maka perlu mengubah 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 
104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 
42 Tahun 1950); 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4955); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5043); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 



11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 

Nomor 14); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 



Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2020 Nomor 104) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 33 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 

33); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 104 TAHUN 

2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

TAHUN 2021. 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 104 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 104) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 

33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 
104), diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 6 

 
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
direncanakan sebesar Rp2.018.376.613.000,00 (dua 

trilyun delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam 
juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja operasional; 

b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 
 

2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) 

diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 
 



Pasal 7 

 
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf a direncanakan sebesar Rp1.404.120.458.755,00 (satu trilyun 
empat ratus empat milyar seratus dua puluh juta empat ratus lima 
puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja hibah; dan 
d. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp883.824.556.261,00 (delapan ratus delapan 

puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus  lima 
puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp460.142.905.987,00 (empat ratus enam 

puluh milyar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu 
sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp42.197.616.507,00 (empat puluh milyar 
tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima 
ratus tujuh rupiah). 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp17.955.380.000,00 (tujuh belas milyar 
sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu 

rupiah). 

2. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 11 
 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 

Rp42.610.911.000,00 (empat puluh dua milyar enam ratus sepuluh juta 

sembilan ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. penerimaan pembiayaan; dan 

b. pengeluaran pembiayaan. 

 

3. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 12 

 
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp54.678.337.000,00 (lima 
puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus 
tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun anggaran sebelumnya; 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 
Rp54.678.337.000,00 (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh 
puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). 

 



4. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

 
 
Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal 29 Maret 2021 

BUPATI PURBALINGGA, 

 
 

Ttd 

 
DYAH HAYUNING PRATIWI 

 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 29 Maret 2021 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

 

 
Ttd 

 

YANUAR ABIDIN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 36 


